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ABSTRACT 

 

The management of Mangrove Tapak Ecotourism in Semarang City faces various challenges. 

Therefore, stakeholders play an important role in the management of Mangrove Tapak 

Ecotourism. This study aims to analyze the roles of stakeholders in the management of Mangrove 

Tapak Ecotourism, Semarang City, as well as to identify and analyze the supporting and inhibiting 

factors affecting stakeholders’ roles in its management. This research employs a descriptive 

qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation 

studies. The results indicate that stakeholders have implemented various strategies in the 

management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City, including the optimization of 

sustainable coastal resource and environmental utilization, preservation of coastal resource and 

environmental functions, consideration of regional conditions and potentials as well as local 

wisdom, and the development of community participation, empowerment, and partnerships. The 

supporting factors for stakeholders’ roles include conservation policy support, rehabilitation 

programs and infrastructure, assistance, promotion, as well as coordination and supervision 

among relevant parties. Meanwhile, the inhibiting factors include limitations in authority and 

funding of local governments, suboptimal regulations and policy understanding, limited human 

resources, and the absence of clear mechanisms for cooperation and structured management. An 

important finding of this study is that policy creators play a minor role in the management of 

Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City. This is due to policies having limited impact and 

the managers’ understanding of policies being merely normative in nature. 

 

Keywords: Stakeholders Roles, Management, Tapak Mangrove Ecotourism, Policy Creator, 

Community Empowerment 

http://www.fisip.undip.ac.id/
mailto:fisip@undip.ac.id


2  

ABSTRAK 

 

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan. 

Oleh karena itu, para stakeholders mempunyai peran dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove 

Tapak, Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders dalam 

pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang, serta mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran stakeholders dalam pengelolaan Ekowisata 

Mangrove Tapak, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan stakeholders telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan 

Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang, meliputi: optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan 

lingkungan pesisir secara berkelanjutan, pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir, 

kondisi potensi daerah serta kearifan lokal dan pengembangan peran serta dan pemberdayaan 

masyarakat serta kemitraan. Faktor pendukung peran stakeholders adalah dukungan kebijakan 

konservasi, program rehabilitasi dan infrastruktur, pendampingan, promosi, serta koordinasi dan 

pengawasan antar pihak terkait. Faktor penghambat peran stakeholders meliputi keterbatasan 

kewenangan dan pendanaan pemerintah daerah, belum optimalnya regulasi dan pemahaman 

kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum jelasnya mekanisme kerja sama dan 

pengelolaan yang terstruktur. Temuan penting yaitu policy creator berperan minor dalam 

pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Hal ini karena kebijakan kurang 

berdampak dan pemahaman pengelola terhadap kebijakan bersifat normatif. 

 

Kata kunci: Peran stakeholders, Pengelolaan, Ekowisata Mangrove Tapak, Policy Creator, 

Pemberdayaan Masyarakat 
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PENDAHULUAN 

Ekosistem mangrove di wilayah 

pesisir Kota Semarang mengalami degradasi 

yang signifikan akibat kombinasi tekanan 

alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan data 

Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang hanya 

memiliki luas mangrove sekitar 62,9 ha, 

sementara tingkat abrasi mencapai 342,67 ha 

dan sedimentasi sebesar 318,74 ha, yang 

menunjukkan tingginya kerentanan pesisir 

terhadap banjir rob dan abrasi.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daftar Daerah Rawan Banjir di 

Kota Semarang 

Sumber: Berita SamudraFakta (2024) 

Kecamatan Tugu, sebagai salah satu 

wilayah pesisir Kota Semarang, 

diklasifikasikan sebagai kawasan dengan 

tingkat bahaya banjir dan abrasi tinggi, 

dengan luas potensi banjir mencapai lebih 

dari 2.200 ha serta potensi abrasi hingga 

147,34 ha. Kondisi ini secara langsung 

mengancam keberlanjutan ekosistem 

mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir. 

Permasalahan tersebut tampak jelas di 

Ekowisata Mangrove Tapak, Kelurahan 

Tugurejo. Sungai Tapak yang mengaliri 

kawasan mangrove telah tercemar limbah 

domestik dan industri, ditunjukkan oleh nilai 

Biological Oxygen Demand (BOD) sebesar 

24 mg/L, Chemical Oxygen Demand (COD) 

sebesar 50,71 mg/L, serta total coliform 

mencapai 16.000.000, yang menandakan 

kualitas air berada jauh di bawah baku mutu 

lingkungan. Selain pencemaran air, kawasan 

Mangrove Tapak juga menghadapi 

permasalahan sampah, yang terlihat dari 

penumpukan sampah di aliran sungai dan area 

mangrove serta keluhan pengunjung yang 

terekam dalam ulasan Google Maps.  

 

Gambar 2. Review Tumpukan Sampah di 

Ekowisata Mangrove Tapak 

Sumber: Google Maps (2025) 

Kondisi ini menunjukkan rendahnya 

pengelolaan kebersihan dan rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pelestarian 

kawasan ekowisata. 

Tekanan lain berasal dari alih fungsi 

lahan dan kepemilikan lahan oleh pihak swasta. 

Data menunjukkan bahwa luas kawasan 

industri di Kecamatan Tugu meningkat dari 

42,317 ha pada tahun 2018 menjadi 59,75 ha 

pada tahun 2019, sementara luas lahan tambak 

justru menurun. Berikut di bawah ini 

merupakan daftar mata pencaharian penduduk 

Dusun Tapak per September 2025 yang 

menunjukkan adanya pengaruh dari industri 

terhadap mata pencaharian yang ada di Susun 

Tapak.  
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Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Dusun 

Tapak per September 2025 

 

Sumber: Monografi Kelurahan Tugurejo 

(2025) 

Perubahan ini mendorong penjualan 

lahan oleh masyarakat kepada pihak industri 

dan menggeser mata pencaharian warga 

pesisir. Diketahui buruh industri mencapai 

2.403 orang yang menunjukkan tingginya 

mata pencaharian buruh industri pada Dusun 

Tapak.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rencana Pembangunan Jalan 

Tol (PSN) Kota Semarang 

Sumber: Perda Kota Semarang No 4 Tahun 

2024 

Selain itu, keberadaan Kawasan 

Industri Wijayakusuma seluas ±250 ha di 

sekitar Ekowisata Mangrove Tapak, serta 

aktivitas reklamasi dan pembangunan industri 

di wilayah pesisir Kendal, turut memperparah 

tekanan ekologis melalui abrasi, pencemaran, 

dan perubahan garis pantai.  

Kompleksitas permasalahan tersebut 

menunjukkan bahwa pengelolaan Ekowisata 

Mangrove Tapak membutuhkan keterlibatan 

berbagai stakeholders. Namun, keterbatasan 

kewenangan, pendanaan, lemahnya koordinasi, 

serta rendahnya kesadaran masyarakat 

menyebabkan peran stakeholders dalam 

pengelolaan ekowisata mangrove belum 

berjalan optimal, sehingga diperlukan kajian 

mendalam untuk memperkuat pengelolaan 

ekowisata mangrove yang berkelanjutan. 

 

KAJIAN TEORI 

1. Peran Stakeholders menurut 

Wahyuningtyas dan Iskandar (2023) 

a) Policy creator: stakeholders berperan 

dalam merumuskan kebijakan, regulasi, 

dan arah strategis pengelolaan yang 

menjadi dasar pelaksanaan program serta 

pedoman bagi aktor lain. 

b) Implementer: stakeholders bertanggung 

jawab melaksanakan kebijakan dan 

program melalui kegiatan operasional, 

pengelolaan sumber daya, serta 

pengawasan teknis di lapangan. 

c) Fasilitator: stakeholders menyediakan 

dukungan berupa pendampingan, sarana 

dan prasarana, serta penguatan kapasitas 

sumber daya manusia untuk mendorong 

kolaborasi antar pihak. 

d) Konservator: stakeholders berperan 

menjaga, melindungi, dan melestarikan 

sumber daya serta lingkungan secara 

berkelanjutan sebagai bentuk tanggung 

jawab ekologis jangka panjang 

2. Peran Stakeholders menurut Mathis 



5  

(dalam Pramesti dkk., 2024) 

a. Regulator: pihak yang memiliki 

kewenangan dalam merancang dan 

menetapkan kebijakan atau peraturan 

yang berkaitan dengan pengembangan 

destinasi wisata. 

b. Fasilitator: pihak yang berperan 

memberikan bantuan, dukungan, serta 

pemenuhan kebutuhan masyarakat guna 

mendukung pencapaian tujuan 

pengembangan pariwisata. 

c. Pelaksana/Pengelola: pihak yang 

bertugas menjalankan sekaligus 

mengelola destinasi wisata secara 

langsung agar kegiatan pariwisata dapat 

berjalan secara efektif. 

3. Peran Stakeholders menurut Nugroho 

(2014) 

a. Policy creator: pihak yang berwenang 

merumuskan dan menetapkan 

kebijakan strategis sebagai arah 

pelaksanaan program atau kegiatan. 

b. Koordinator: pihak yang bertugas 

mengoordinasikan, menyinergikan, 

dan mengharmoniskan peran antar 

stakeholders. 

c. Fasilitator: pihak yang menyediakan 

dukungan, sumber daya, dan 

kemudahan bagi pelaksana kebijakan. 

d. Implementor: pihak yang 

melaksanakan kebijakan atau program 

secara langsung di lapangan. 

e. Akselerator: pihak yang mendorong 

percepatan pencapaian tujuan melalui 

inovasi dan terobosan pelaksanaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran 

stakeholders dalam pengelolaan Ekowisata 

Mangrove Tapak. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan studi 

dokumentasi dengan informan yang dipilih 

secara purposive dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan kawasan. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif kualitatif 

dengan mengacu pada sintesis teori peran 

stakeholders, meliputi peran policy creator, 

implementer, fasilitator, dan koordinator 

serta validasi data melalui triangulasi sumber. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Stakeholders dalam Pengelolaan 

Ekowisata Mangrove Tapak, Kota 

Semarang 

Peran Policy Creator 

Stakeholders pemerintah berperan sebagai 

policy creator melalui penyusunan kebijakan, 

regulasi, dan program yang berkaitan dengan 

konservasi mangrove dan pengembangan 

ekowisata. Kebijakan tersebut menjadi dasar 

dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove 

Tapak, namun implementasinya di tingkat 

Tapak belum berjalan optimal. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, 

alokasi anggaran, serta belum adanya 
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kebijakan yang secara spesifik mengatur 

pengelolaan ekowisata mangrove secara 

terpadu, sehingga kebijakan yang ada 

cenderung bersifat normatif. 

Peran Implementer 

Peran implementer dijalankan oleh 

kelompok pengelola dan masyarakat lokal 

melalui pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

ekowisata dan rehabilitasi mangrove. 

Implementasi dilakukan dalam bentuk 

penanaman mangrove, pengelolaan fasilitas 

wisata, serta pemeliharaan kawasan. 

Meskipun peran ini menunjukkan 

keterlibatan aktif masyarakat, 

pelaksanaannya masih menghadapi kendala 

berupa keterbatasan sumber daya manusia, 

pendanaan, dan dukungan teknis, yang 

berdampak pada belum optimalnya kualitas 

dan keberlanjutan pengelolaan ekowisata. 

Peran Fasilitator 

Stakeholders berperan dalam 

memberikan pendampingan, pelatihan, 

serta penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung bagi pengelola dan masyarakat. 

Peran ini mendorong peningkatan kapasitas 

pengelola serta partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan ekowisata mangrove. 

Namun demikian, fasilitasi yang diberikan 

belum berlangsung secara konsisten dan 

berkelanjutan, karena masih bergantung 

pada program atau kegiatan tertentu. 

 

Peran Koordinator 

Peran koordinator dijalankan untuk 

menyelaraskan kepentingan dan memperkuat 

sinergi antar stakeholders yang terlibat dalam 

pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak. 

Dalam praktiknya, koordinasi antar 

pemerintah, pengelola, masyarakat, dan 

pihak terkait lainnya masih belum 

terintegrasi secara optimal dan cenderung 

bersifat sektoral. Kondisi ini menyebabkan 

penanganan berbagai permasalahan 

lingkungan dan pengelolaan ekowisata 

belum dilakukan secara terpadu dan 

berkelanjutan 

Faktor Pendorong dan Penghambat Peran 

Stakeholders dalam Pengelolaan 

Ekowisata Mangrove Tapak, Kota 

Semarang 

Peran Policy Creator 

Faktor pendorong peran policy creator 

ditunjukkan melalui adanya komitmen 

pemerintah dalam mendukung konservasi 

mangrove dan pengembangan ekowisata, 

yang tercermin dalam kebijakan lingkungan, 

program rehabilitasi mangrove, serta 

dukungan perencanaan pembangunan 

wilayah pesisir. Namun, peran ini masih 

dihambat oleh keterbatasan kewenangan 

lintas sektor, minimnya alokasi anggaran 

khusus, serta belum adanya regulasi yang 

secara spesifik mengatur pengelolaan 

Ekowisata Mangrove Tapak secara terpadu. 

Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan belum 

sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas 
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permasalahan di tingkat Tapak. 

Peran Implementer 

Peran implementer didorong oleh 

keterlibatan aktif kelompok pengelola dan 

masyarakat lokal yang memiliki kepedulian 

terhadap kelestarian mangrove dan 

keberlanjutan ekowisata. Kegiatan 

operasional seperti pengelolaan wisata, 

penanaman mangrove, dan pemeliharaan 

kawasan menjadi bentuk nyata peran ini. 

Namun, implementasi di lapangan masih 

menghadapi hambatan berupa keterbatasan 

kapasitas sumber daya manusia, pendanaan 

yang tidak berkelanjutan, serta tekanan 

eksternal seperti pencemaran limbah, 

sampah, abrasi, dan banjir rob yang 

memperberat upaya pengelolaan. 

 

Peran Fasilitator 

Faktor pendorong peran fasilitator 

terlihat dari adanya pendampingan, 

pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana 

yang mendukung aktivitas pengelolaan 

ekowisata mangrove. Fasilitasi ini 

berkontribusi pada peningkatan kapasitas 

pengelola dan partisipasi masyarakat. 

Namun demikian, peran fasilitator masih 

dihambat oleh keterbatasan intensitas 

pendampingan, ketergantungan pada 

program tertentu, serta belum meratanya 

dukungan teknis dan akses sumber daya 

yang dibutuhkan untuk pengelolaan jangka 

panjang. 

 

Peran Koordinator 

Peran koordinator didorong oleh 

adanya     kebutuhan untuk menyatukan 

kepentingan berbagai stakeholders dalam 

pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak. 

Upaya koordinasi dilakukan untuk 

membangun sinergi antar pemerintah, 

pengelola, masyarakat, dan pihak terkait 

lainnya. Akan tetapi, peran ini masih 

terhambat oleh lemahnya mekanisme 

koordinasi formal, komunikasi antar pihak 

yang belum efektif, serta pendekatan 

pengelolaan yang masih bersifat sektoral. 

Kondisi tersebut menyebabkan penanganan 

permasalahan lingkungan dan pengelolaan 

ekowisata belum berjalan secara terpadu dan 

optimal. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, 

faktor pendorong dan penghambat peran 

stakeholders dalam pengelolaan Ekowisata 

Mangrove Tapak menunjukkan bahwa 

keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan 

oleh keseimbangan antar peran policy 

creator, implementer, fasilitator, dan 

koordinator. Peran policy creator didorong 

oleh adanya komitmen kebijakan dan 

program konservasi mangrove, namun 

terhambat oleh keterbatasan kewenangan, 

anggaran, serta belum adanya regulasi yang 

spesifik dan terintegrasi. Peran implementer 

diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat 

dan kelompok pengelola, tetapi masih 

terkendala oleh keterbatasan kapasitas 

sumber daya, pendanaan, serta tekanan 

permasalahan lingkungan. Peran fasilitator 

didukung oleh adanya pendampingan dan 
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penyediaan sarana prasarana, namun belum 

berjalan optimal akibat keterbatasan 

intensitas dan keberlanjutan fasilitasi. 

Sementara itu, peran koordinator didorong 

oleh kebutuhan akan sinergi antar 

stakeholders, tetapi terhambat oleh 

lemahnya mekanisme koordinasi dan 

komunikasi yang masih bersifat sektoral. 

Secara keseluruhan, penguatan sinergi antar 

peran dan peningkatan kapasitas 

stakeholders menjadi kunci untuk 

mengoptimalkan pengelolaan Ekowisata 

Mangrove Tapak secara berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan Ekowisata Mangrove 

Tapak, Kota Semarang melibatkan peran 

stakeholders sebagai policy creator, 

implementer, fasilitator, dan koordinator 

yang dijalankan melalui berbagai strategi, 

seperti pemanfaatan sumber daya pesisir 

secara berkelanjutan, pelestarian fungsi 

lingkungan, penguatan kearifan lokal, serta 

pengembangan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat berbasis 

kemitraan. Implementasi peran tersebut 

telah diwujudkan melalui kegiatan 

rehabilitasi mangrove, pengembangan 

UMKM dan paket wisata, pendampingan 

dan pelatihan, serta kolaborasi dengan 

berbagai pihak. Namun, pelaksanaannya 

belum optimal akibat pemahaman 

kebijakan yang masih normatif, regulasi 

yang belum kontekstual dengan kebutuhan 

lapangan, serta berbagai tekanan eksternal 

seperti pencemaran industri, alih kepemilikan 

lahan pesisir, kepentingan sektoral, dan 

keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung 

pengelolaan meliputi kebijakan konservasi, 

dukungan pendampingan, promosi 

ekowisata, pembangunan infrastruktur, dan 

koordinasi antar-stakeholders, sementara 

faktor penghambat utamanya adalah 

lemahnya dampak kebijakan di tingkat tapak 

dan tekanan lingkungan yang berkelanjutan. 

 

   SARAN 

a. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang perlu meningkatkan kinerja 

pengawasan lingkungan melalui 

penguatan kapasitas kelembagaan dan 

sumber daya manusia. 

b. Pemerintah Daerah perlu memperkuat 

perannya sebagai policy creator melalui 

penyusunan kebijakan yang lebih 

kontekstual dan aplikatif terhadap 

kondisi Ekowisata Mangrove Tapak. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menyusun 

regulasi turunan dan SOP teknis 

pengelolaan ekowisata mangrove yang 

memuat pembagian peran antar 

stakeholder, standar 189 pengelolaan 

kawasan, serta mekanisme koordinasi 

lintas sektor. 

c. Pengelolaan kawasan pesisir perlu 

dilaksanakan secara terpadu melalui 

koordinasi dan keterlibatan lintas 

organisasi perangkat daerah (OPD) dan 
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kolaborasi seluruh stakeholders di 

Kota Semarang guna mengoptimalkan 

potensi pesisir dengan dukungan dan 

kepedulian yang lebih kuat dari 

pemerintah serta pihak terkait. 

d. Penguatan mekanisme penyampaian 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat 

melalui jalur perencanaan formal, 

khususnya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang), yang 

dimulai dari tingkat RT, dilanjutkan ke 

RW, kelurahan, kecamatan, 

pemerintah kota, hingga provinsi agar 

kebutuhan riil di wilayah dapat 

diketahui dan ditindaklanjuti oleh para 

pemangku kebijakan. 

e. Pemerintah Kota Semarang melalui 

Bappeda, Dinas Penataan Ruang, 

Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas 

Kelautan dan Perikanan perlu 

melakukan penegasan dan sinkronisasi 

kebijakan pengelolaan lahan pesisir 

dengan menyusun peta status dan 

peruntukan lahan pesisir yang 

terintegrasi, khususnya di kawasan 

Ekowisata Mangrove Tapak. 

Penegasan ini perlu dituangkan dalam 

regulasi teknis dan SOP pemanfaatan 

lahan pesisir yang mengatur batasan 

aktivitas industri, reklamasi, dan 

pengelolaan ekowisata.    
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